PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAIL TINGKAT |I.

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I MOJOKERTO

Menimbang

Mengingat

NOMOR 4 TAHUN 1999
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA XKEPALA DAERAH TINGKAT I MOJOKERTO

. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan
Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II,
maka Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan
merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;

. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, maka

dipandang perlu mengatur ketentuen Retribusi Pelayanan
Kebersihan dimaksud dengan menuangkannya dalam suatu
Peraturan Daerah.

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;

. Undang-undang Nomor 49 Prp Tehun 1960 tentang

Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun
1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104)

x

. Undang-undang Nomor 5 Taehun 1974 tenteng Pokok-pokok

Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 38, Tarmbahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209} ;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Deaerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685} ;

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

. Peratran Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto (Lembaran Negara  Tahun 1982 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
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Peratuwran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hnkumnm Acara Pidana
(Lembaran Negata Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20  Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor &9,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;

Keputusan Menteri Kehakiman Nowor M.04-TW.03 Tahun
1984 tentang Wewenar.g Penyidik Pegawai Negari Sipil ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986
tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pagawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993

tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Daerah ;

Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Dacrah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Dacrah ;

Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-jenis Retribusi Daerah
Tingkat I Dan Daerah Tingkat I1.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkal I

Mojokerto

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I
MOJOKERTO TENTANG RETRIBUST PELAYANAN KEBERSTHAN

BADB 1
KFETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a.

b.

Daerah adelah Kotamadya Daerah Tingkat IT Mojokerto;
P'emerintah Daerah adalah Pemerintah  Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerlo ;

Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat Il Mojokerto ;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidany,
Relribusi Daerah  sesuai dengan Peraturan Perundang,
undangan Daerah yang berlaku ;



. Tempat Penampungan Sementara yarg selanjuinya dapat
disingkat TPS adalah lempat penampungan sampah yang
berasal dari lingkungan di desa/kelurahan sebehum dianghkat
ke TPA;

Tempat Pembnangan Akhir yang selanjutnya dapat
disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengelah
dan memusnahkan sampah ;

. Sampah adalah limbah yang berbentuk padatatau setengah
padat yang berssal dari kegiatan oreng pribadi atau badan
yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan
non logam yang, dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan
biologis/ kotoran manusia dan sampah berbahaya ;

_ Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputt
erseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan
bentuk apapun, persekutuan, per-kampulan, firma, kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain-
nya;

Retribusi Jasa VUmum adalah retribusi atas jasa yang
disediakan atan diberiken oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan wnum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

Retribusi Pelayanan Kebersihan yang selanjutnyz disebut
retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayansi kebersihan
yang khusus disediakan dan atau diberikan olch Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

. Wajib Retribusi edalah orang pribadi atau bdan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi di-wajibkan untak
melakukan pernbayaran Retribusi;

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib  Retribusi  untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dar Pemerinfah
Daerah yang bersangkutan ;

. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjut-nya
dapat disingkat SPAORD, adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Retribusi untik melaporkan data obyek retribusi dan
Waijib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran
retribusi yang, terutang menurut Peraturan Perundang-
undangan Re-tribusi Daerah;

. Surat Keletapan Retribwsi Daerah Kurang Bayar Tambah-
an yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat
keputusan yang rmenentukan tamhahan atas jurnjah retribusi
yang telah ditatapkan

_ Surat Ketetapan  Retribusi Daerah Lelbnn Bayar, yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribust
karena jumish kredit retribusi lebih besar daripads retribus
yang terutang atau tidak seharusnya terutang :



p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selarjuinya dapat
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan atau sanksi administrusi berupa bunga dan atau
denda ;

q. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
disjukan oleh Wajib Retribusi ;

r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajibann  Retribusi . Daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan Retribusi Daerah ; '

s. Penyidikan tindak pidana di  bidang Retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpuikan bukt yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
Retriousi Daerah yang terjadi serta menemukan tersanghka-
nya;

BAB IT
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kebersihan dipungut retribusi
atas setinp - pelayanan kebersihan yang di-berikan oleh
Pemerintah Daerah.

Pasal 3
(1} Obyek Retribusi meliputi :

b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke
TPA ;

b. Penyediaan TPA ;

b. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA.
b. Dikecualikan dari Obyek Retribusi adalah :

b. Pelayanan kebersihan jalan umum ;

b. Pelayanan kebersihan taman ruangan tempat umum;

Pasal 4
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan retribusi.
BAB III
GOLONGAN RETRIBUS!

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi
Jasa Umum.
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BAB TV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal &

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fenis dan atau
votume sampah ;

Jenis sainpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} Pasal ini
adalah sampah organik den non organik, berbaheya dan
tidak berbahaya ;

Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume
sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai
pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan
rumah tangga, perdagangan dan industri ;

BAB V

PRINSTF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan
besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya
penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimnbangkan
kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini antara
lain biaya pengumpulan, pengangkutun dan pengolahan
sampah dan alau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi
TPA.

BAE V1
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSE

Pasal 8
Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan
berdasarkan pelayanan pelayanan yang diberikan, jenis serta
volume sampah vyang dihasilkan dan kemampuan
masyarakat ;
Struktur den besarnya tarif retribusi untuk pengambilan,
pengangkutan, pergolahan, dan pemusnahan sampah
sebagai berikut
a. Rumah tangga (luas bangunan) :

3. <50M-2 Rp. 1.000,00/ bulan;
2. 50s/d 100 M” Rp. 1.500,00/ bulan;
3. 101s/d 200 M? Rp. 2.000,00/ bulan;
4. >200M?2 Rp. 4.000,00/ bulan.

b. Pasar (volume sampah) :

1. volume <15M3  Rp.6.000,-/bulan (200/hart) ;
2. volume > 15 M3 Rp. 7.500,- /bulan (250 /hart).

c. Pertokoan/perkantoran (volume sampah) :
1. volume <15 M3 Rp. 7.500,-/bulan;



2. volume >715 M2 Rp. 16.000, /bulan.
d. Rumah Makan (volume sampah) :

1. wvolume <15 M3 Rp. 10000, - /bulan ;
2. wvolume > 15 M3 Rpp. 15000, /bulan.
e. Industri {volume sampah):
1. Keal <30 M3 Rp. 20,000,/ bulan;
2. Sedang 30 - 60 M3 Rp. 30.000,-/ budan;
3, Besar>60 M3 Rp. MK, fbulan.
(3) Setiap pembuangan sampah ke TPA oleh orang pribadr atsa
badan Rp. 20.0040,- /M2
BAB VH

WILAYAH PEMUNGUTAN
’asal 9
Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerab tempat
pelayanan diberikan.
BAB VIII
MASA RETRIBUS! AN SAAT RETRIBUST TERUTANG

Pasal 10

Mase Retribusi adalah jang!a waklu yang lar anya 1 {satu) buli »

asal 11
Saat retribusi terutang ad.ah pada saal dierbitiannyas S 5
atau dokumen lain yang di- nrsamaikan.
BAB TX
SURA Y PENEATFTARAN

’asal 12
(1) Wajib Retribusi wajib miengisi SPAORIY;

(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani ol-h
Wajib Retribusi atau kuasanya ;

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyainpain
SPdORD sebaggimans dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
cleh Kepala Daerah.

BAD X
PENETAPAN RETRIBUS!

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPAORID) sebagaimana diineksud dalam i% ool
12 ayac {1) eraturan {acrah ini ditetapkan retribust teratang
dengan menerhitkar SKRD  atau dokimen loin veng
dipersamakan ;



(2) Apebila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data
baru dan atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah retribusi  terutang
bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT ;

(3) Bentuk, isi, dan tatz cara penerbiten dan penyampaian
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayet (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X1

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14
(1) Pemungulan retribusi tidak dapat diborongkan ;
(2) Retribusi  ipungut dengan menggunakan SKRD atati
dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
BAB X1
SANKST ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada wakhinya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang teruteng
atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X1l
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16
(1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa
1 (satu) bulan ;
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran
retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakarn, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan
Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus
dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh
Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang
dan Lelang Negara (BPUPLN};

(2) Penagihan retribusi  melalui BPUPLN dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakut.
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BABXV
 KEBERATAN

Pasal 18

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Kepala Daerah atan pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLE ;

Keberaten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasanyang jelas;

Dalam hal Wajib  Retribusi mengajukan keberatan atas
ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat tnembukti-
kan ketidakbenoran ketetapan retribusi tersebut ;

Keberatan haras diajukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan cajak tanggal SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali
apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa
jangka waktu iti tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya;

Keberatan yang lidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (?) dan (3) tidak dianggap sebagai surat
keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;

Pengajitan keberatan idak menunda kewajiban mem-bayar
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 {enam)
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan ;

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat beru-pa
menerima  selutuhnya atau  sebagian, menolak, atan
mensmbah besarnya retribust yang terutang ;

Apabila jangka waklu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah lewat dan Kepala Doerah tidak memberikan suatu
keputusan, keberatan yang di-ajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KI'LEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala
Daerah ;

Kepala Deerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayeran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan ; .
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Apebila jangka waktu s2bagaimena dimaksud pada ayat (2)
telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulst utang retribusi tersebut ;

Pengembalinn kelebihan  pembayaran retribusi seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) bulan scjak diterbitkannya
SKRDLB:;

Apabila pengembaliari kelebihan pernbayaran retribusi

dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala

Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% {dua persen)

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
Pagal 21

Permohonan  pengembalian kelebihan  pembavaran re
tribusi diafukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan
sekurang -kurangnya menyebutkan

a. narna dan alamat Wajib Retribusi :
b. masa retribusi ;

c. besarnya kelebihan pembayaran.
d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran re-tribusi

&)
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disamnpatkan secara langsung atau melalui pos tercatat ;

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukt
pengiriman pos tercatat merupaxan bukt saat permohonan
diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan me
nerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;

Apabila kelebthan  pembayaran retribusi diperhitungkan
dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukt
pemindahbukuan juga berlaku sebagat bukti pembayararn.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSE

Pasal 23

Kepala Daerah memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi ;

Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagai
mana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur ;
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Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rangka
pengangkutan khusus korban bencana elamn dan atau
kerusuhan ;

Tata care pengurangan, keringanan dan pembebasan re-
tribmisi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAR XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pesal 24

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa
sctelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terlitung
sejak  saat ferutangnya retribusi, kecuali apabila Wano
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribust ;

Kedaluwarse penagihan retribusi sebagainana dimaksui
pada ayat (1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Tegtran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik
langsung maupun tidak langsung.
BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib  Retribusi yang tidak melsksanakan kewajiban
sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.
BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 26

Pejabat  Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8§ Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana ;

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
a :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ke
terangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidann
di bidang Retribusi Dacrah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. menelii, mencari dan mengumpulkan keterangan me-
ngenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidane Retribusi Daerah ;



¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang ‘pri_-badi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
Reiribusi Dagrah ;

d  mesheriksa buku-buk, catatan-catatan dan dol_«gmen-
dokumen laln berkenaan dengan tindak pidana dibidang
Retribusi Dderah :

e. melakukan pehggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukt
tersebut ;

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksa-
naan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah ;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang me-
ninggalkan ruangan atau tempat pada saat pe-meriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan
atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada
hurufe;

h. memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak
pidann Retribusi Daerah ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa scbagai tersangka atau saksi;

;- menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelan- caran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah
menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampai-
kan hasil penyidikannya kepade Penuntut Umum sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Nomor § Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Mojokerto Nomor 9
Tahun 1989 tanggal 31 fuli 1989 tentang Penyelenggaraan
Kebersihan dan Keindahan di Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Bab V tentang Retribusi Sampah Pasal 11 ayat (3),(4)
dan (5), serta Peraturan Daerah Perubahannya, terakhir diubah
dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1
Mojokerto Nomor 5 Tahun 1995 tanggal 3 Agustus 1995 Pesal I
huruf C dan 10, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,

sepanjang mengenai pelaksanaanya ekan diatur lebih Ianjut oleh
Kepala Daerah.



Pasal 29

Peratiran  Darerah ini mulai berlaku pada tanggal
cdrundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Mojokerto.

Ditetapkan di Moj okerto

paca tangpal 20 Mei 1999
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT [DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAFRAH TINGKAT 11
KOTAMADYA DAERAH TINGKATT MOJOKERTO
MOJOKERTO
Cap. tid Cap. ttd
SUHARTOSUNARYQ, 8.E. TIGOEH SOEJONO, 5.1

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tinglat 11 Mojokerto
Tahun 1999 Seri B pada tanggal 28 Desember 1999 Nomor 3/B.

An WALTROTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I
MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah
Cap. Ttd

SUTARNO, SH.
Pembina Tingkat I
NIP. 010072183




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT [ MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG
RETRIBUS! PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PENIELASAN UMUM

Bahwe sebagai tindak lanjut peleksahasn Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor:
20 Tahun 1997 Pasal 2 ayat (2) huruf b tentang Reiribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan, maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah, pembiayaan
penyelenggarean Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari
Pendapatan Asli Deerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu
ditetapkan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kotamadya Daerah Tingkat @I
Mojokerto dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMIPASAL

Pasal 1 sampai dengan 29 : cukup jelas




